PROVINST JAWA BARAT
BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] CIANJUR,

Menimbang : a bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang
memimpin penvelenggaraan pemerintahan desa mempunyai
peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan
tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai
pemimpin masyaiakat;

b bahwa untuk menciptakan landasan yang kuat dalam
pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang maksud Pasal 31
dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat . 1. Pasa 118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945,

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950])
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3  Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sehagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Peru bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2014




tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indinesia Normor 6914};

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor S5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856},

Peraturan Pemernintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran MNepara Republik
Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah dengan
Pearturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaranr Negara Republik Indonesia Nomor 6921);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun tentang
Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaraaan Daerah Nomor )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan
BUFPAT! CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Cianjur.

Bupati sdalah Bupad Cianjur.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyeclenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang meénjadi kewenangan daerah otonhom.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Cianjur.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpghan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsamasyarakat, hal asal usul danfatau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republk
Indonesia.

7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

9.

10,

11.

12.

13.

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah angga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengannama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pendudulk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Perangkat Desa adaiah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas
Sekretaris Desa, Pelaksana Kewiayahan dan Pelaksana Teknis,

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi svarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipdl Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.




14 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lin adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa dan
unsur masyvarakat vang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,

15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilit kepala desa vang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

16. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk
oleh Camat yang melakukan pengawasaan terhadap seluruh tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutmya disebut
Panitia Pemilihan adalah Pani#ia yang dibentuk olth BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa,

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati
pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa vang berdasarkan
penjaringan oleh panitia pemilihan sebagai bakal calon Kepala Desa.

20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa.

21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

22. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan vang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilh dalam rangka mendapatkan dukungan.

24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

27. Har adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Asas dan Ruang Lingkup
Paragraf 1
Asasg
Pasal 2
{1'Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

(2 Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.




Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:
a. pemilihan Kepala Desa;

b pengangkatan Kepala Desa;

¢. pemberhentian Kepala Desa;

d. hiaya pemilihan;

e. tindakan penyidikan; dan

f. pembinaan Kepala Desa.

(1}

Paragraf 2
Ruang Lingkup
Pasal 3

BAB I
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanaskan secara serentak satu kali atau dapat
bergelom bang di seluruh wilayah Kabupaten.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4

(5)

(})

dilaksanakan pada hari yang sama di selunih desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] dilaksanakan paling banyak 3 [tiga}) kali dalam jangka waktu 8

(delapan) tahun.

Permitihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) diieksanakan dengan mempertmbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah
Kabupaten,

b. kemampuan keuangan Kabupaten: dan/atau

c. ketersediaan PNS d lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan
sebagai Penjabat Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat () diatur dengan Peraturan
Bupat.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Bupati menun juk penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten,




Pasal 6

()Bupati membentuk Panita Pemilihan di Kabupaten.
(?) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2

(1

(2)

(3

(4)

ayat [1) bertugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyélenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten

b. melakukan himbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembusatan kotak suara serta
perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;

e menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pernilihan Kepala Desa
tingkat Desa;

. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat
Kabupaten,

g melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas panitian Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
sehagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf ¢ sampai dengan huruf
& dapat ditugaskan kepada Desa

Ketentuan mengenai tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
yangdilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupafi.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten menyusun rencana jadwal
pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusulkan
kepada Bupati.

Usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] diajukan secara tertulis dengan melampirkan jumlah dan
tama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa secara
serentak.

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2}
Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala [Desa secara
serentak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memberitahukan jadwal
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana
dimaksud pade ayat (3] kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Camat,
Kepalya Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Militer, Kepala Desa, dan
BPD.




(9] Ketentuan mengenai jpdwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara
serentak sebagaimana dimaksud pada ayat [3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Paragraf ]
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 9
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

B DEISIADAaL;

b. pencalonan;

C. pemingutan suara; dan

d. penetapan.

(2§ Dalam rangka mengawasi penvelenggaraan Pemillhan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk panitia pengawas
Pemilihan Kepala Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa dan
pembentukan panitia pengawas. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2} diatur dalam Peraturan Bupati”

Pamagraf 2
Persia pan
Pasai 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan

scbagai berikut:

a pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimnya masa
jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis & [(enam] bulan
sebeium berakhirnya masa jabatan;

b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluhl) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;

c. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan Panitia
Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camat atas narna
Bupati berkewajiban memfasifitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan,

d. laporan akhir masa jabaian Kepala Desa kepada Bupat disampaikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

€ perencanaan biaya pemilihan digjukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati
melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh| hari setelah terbentuknya
Panitia Pemilihan; dan

f persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh)
hari sepk diajukan oleh Panitia Pemilihan.




(1)

Pasal 11

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 10 huruf b dissunpaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati
melahii Camat.

(2] Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) bersifat

{3)

(4]

mandiri dan tidak mernihak.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:
a. unsur perangkat desa;

h lembaga kemasyarakatan; dan

c. tokoh masyarakat desa.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) mempunyai tugas
sebagai berikut:

a merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala desa;

b, merencanakan dan mengajukan biaya pemilhan kepala desa kepada
Bupati melalui Camat;

¢, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih serta disahkan oleh
Pimpinan BPD,

d. menentukan jumiah TPS dan lokasi TPS dengan ketentuan berjumlah
ganjil dan jumlah TPS paling sedikit 3 (tiga} buah TFS;

¢ menerima pendaftaran bakal calom;

f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan;

g menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaicalon
kepala desa;

h menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal
calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

i mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada
masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengen kondisi sosial
budaya masyarakat setempat;

j. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut dan gambar atau
bendera bagi calon yang berhak dipilih;

k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
|, menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye;

mmemfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan teropat
pemungutan suara;

n melaksanakan pemungutan suara;

o. mengambil keputusan sesuai ketentuan apabila timbul permasala han;

p. menetapkan  hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

q menetapkan calon Kepala Desa terpilihy dan

z melakukan pelaporan pelaksanaan pemilihan.




&

Paragraf 3
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 12
(1} Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemikh,
{2} Pemibh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat

g penduduk desa yvang pada hari pemungutan suaras pemilihan Kepala
Desa sudah berumur 17 {tujuh belas) tahun atan sudah/pernah
menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

¢ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan vang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnva 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yvang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk,

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
menggunakan hak memilih.

Pasal 13

{1} Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
[(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
¢ telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

€. belum terdaftar.

(3} Berdasarkan dafiar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia

(1)

Pemilthan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Paragraf 4
Pencalonan
Pasal 14
Tahepan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) huruf b
meliputi kegiatan sebagai berikut:
a pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu
(sembilan) hari;

b. penelitian  kelengkapan persyaratan administrasi, klarfikasi serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 {dua
puluh) hari;




.

d.

10

penetapan calon Kepala Desa sebagaimane dimaksud pada huruf b paling
sedikit 2 (dua} orang;
dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 {satu} calon Kepala Desa
terdaftar, Panitia Pemiliban XKepala Desa memperpanjang masa

pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas] har;

dalamm hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah
perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf
d berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali
masa pendaftaran selama 10 {sepuluh] hari berikutnya;

dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran  calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir dan hanya terdapat 1 {satu)
calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-
sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala
Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat;

peretapan daftar pemilih tetap untuk peilaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

_ pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga)

ham; dan

masa tenang dalam jangka waktu 3 {tiga} hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.”

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhj persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c lebih dari 5 {lima) orang Panitia Pemilihan melakukan
seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a warga Negara Republik Indonesia;

b.

L=t

= o

T m

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan indang-
Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
indonesia dan Bhinneka Tunggal [ka;

. berpendidikan paling rendah tamat sekolah

lanjutan tingkat pertama atau sederajat,

berusia paling rendah 25 {dua puluh lima} tahun pada saat mendaftar,
bersedia dicalonkan menjadi Kepaia Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidane penjara;

. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima} tahun setelah selesai menjalani pidana penjara
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;
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it tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusanpengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum tetap; telah

j. sehat jasmani dan rohani;

k. tidak permah sebagai Kepala Desa selama (dua) kal masa jabatan,
1. berkelakuan baik; dan

m.bebas dari narkotika dan obat teriarang.

(2) Dokumen persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(4

(5)

(1) meliputi:

a surat permohonan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa yang
bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

h. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai
cukup;

¢ surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara
Kesatuani Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh Calon
Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup,

d. surat pernyatasn tidak permah sebagai Kepala Desa selama 2 [dua) kali
masa jabatan yang dibuat oleh Calon Kepala Desa vang bersangkutan di
atas kertas bermaterai cukup;

e. kartu tanda penduduk ask dan fotokopi;

f ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli
dan fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang

g akte kelghiran atau surat keterangan kenal lahir asli dan fotokopi;

h. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani
dan rohani;

i surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau
tidak permah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengaditan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima} tahun
atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat:

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilimya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri setempat;

k surat keterangan catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik
[ndonesia; dan

1. surat keterangan pemeriksaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional.

Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan baik
secara on lne maupun secars of line, melalui sistem e-Administrasi.

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat {l1) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat
{4} diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat desa.




(6]

(1}

(2)

(1)

(2)

(3)

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud pada ayat
[®) dapat melakukan kampanyve sésuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Desa wyang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpitih.

Delam hal Kepala Desa cuti sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa

Pasat 17

PNS wang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1} terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selamsa menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS,

PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepale Desa, penghasilan
lainnya yang sah dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18

Anggota BPD yang mencalenkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon
Kepala Desa.

(1)

(4

(1)

)

Pasal 19

Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi
cuti terhitung sejak vang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala
Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap olen
perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat desa

Kampanye sehagaimana dimaksud pada ayst {1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
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Paragraf 5
Pemungutan Suara
Pasal 21

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢
meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

¢. dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2}

lebih dari 1 {satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkanwilayah tempat

tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 22

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,
dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor,
foto, dan nama calon.

Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan
mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 23

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 21 huruf a
dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara
berakhir.

Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimeksud pada ayat {1} dimulai,
Panitia Pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TP3;

b. jumiah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan cleh pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, dﬂakl.;kan dan
selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
saks calon, BPD dan warga masyarakat.

Pasal 24

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan jumlah suara sah
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbaniyak yang sama lebih dari 1 {satu} calon Kepala Desa, caln terpilih

ditetapkan berdasarkanwilayah tempat tinggal dengan jumiah pemilih
terbesar.
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Paragraf 6
Penetapan
Pasal 25
(1) Tahapar penetapan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf & meliputi
kemiatan sebagai berikut:
a. laporant Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah pernungutan suara;
b laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh} hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;

¢. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari
BPD; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tga puluh) hari sejpk diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan taia cara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2} Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
adalah Waldl Bupati atau Camart,

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyvawarah Desa
Pasal 27

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dailam hal sisa masa jabatan
Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 {satu) tahun melalui Musyawarah
Desa.

{2 Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat {1).

(3] Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

{4 Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa

terhiturg sejpk tanggal pelantikan sampai dengan habia sisa masa jabatan

Kepala Desa vang berhent.

Pasal 28
(l) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2] Keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwakiu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} terdiri dan perangkat Desa dan unsur masyarakat
(3] Jumlah anggota panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana

dimaksud ayat (2] disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
anggaran pendapatan belanja desa.



(4)

(5)

(1)
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Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keangpgotasn

panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat [4] ditetapkan delam keputusan pimpinan BPD.

Pasal 29
Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa
antarwakiu.

(2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwekiu sebagaimana dimaksud

(3)
3]

()

(6l

pada ayat (1) menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling
sedikit 2 {dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi
persyaratan lebih dari 3 {tiga) orang, panitba melakukan seleksi tambahan.
Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

b tingkat pendidikan; dan

C. persyaratan lain,

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi

persyaratan kurang dari 2 {dua) orang, panitia Pemilihan Kepala Desa
antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 {tujuh) Hari.

Apabila setelah perpanjangsn waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud
padz ayat (4] jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu secbagaimana yang
memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda
pelaksanaan Musyvawarah Desa sanmpai dengan wakiu yang ditetapkan oleh
BPD.

[7) Ketentuan meéngenai persyaratan kin seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paaal 30
(1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
£ persiapar;
b pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

(2] Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling
lama 15 {ima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

b pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu darianggaran
pendapatan dan belanja desa cleh panitia Pemilihan Kepala Desa antar
waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktiu terbentuk;

¢. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh
Penjabat Kepaia Desa paling lama 3 (tiga puluh) Hari terhitung sejk
dia jukan cleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
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d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh
panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima
belas) Hary;

e penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa
antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka
waktu 7 (tujuh] Han; dan

f. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala
Desa antarwaktu paling sedikit 2 {dua) orang dan paling banyak 3 [tiga)
orang yvang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan
schagai Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih dalam
Musyawarah Desa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
meliputs:

a penvelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan oleh panitia
Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

b. pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemUungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia
Pemilihan Kepala Desa antarwakiu dan peserta musyawarah Desa melalui
mekattiame musyawarah mufakat atau melalui pernungutan suara yang
telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

d pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia
Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan

e. pengesahanCalon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah
Desa.

(4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan

(5)

(6)

unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {4} berasal dari:
a. tokoh adat;

h. tokoh agama

¢. tokoh maswvarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani.

f. perwakilan kelompok nelayan;

g perwaldlan kelompok perajin;

h perwakilan kelompok perempuan;

L perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak:
i perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

k unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5 huruf k diwakili paling
banyak 5 {lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain




(7)

(8)

{1

{2

(1]
(2)

(3

(1)
(2)

(3)
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Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat {3) dibahag dan disepakati bersama antara BPD dan pemerintah Desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BFD.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf ¢ meliputs:

a pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarzah
Desa kepada BPD paling iama 7 {tujuh) Hari terhitung sepk Musyawarah
Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilib;

b. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa
oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari teghitung
sejak menerima laporan dari panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

¢ penerbitan Keputusan Bupad tentang Pengesahan Pengangkatan Calon
Kepala Desa Antarwaktu Terpilih paling lambat 30 {oga puluh} Hari
terhitung sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh| Har
terhitung sejpk Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan
Calon Kepala Desa Antarwakiu Terpilih diterbitkan dengan urutan acara
pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat [7) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 31

Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektifitas.

Ketentuan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paszal 32

BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah
Desa kepada Bupat.

Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan mengenai pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Muayawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (3
diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemnerintah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1] diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan
keputusan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pasal 34

{1} Dalam hal terjadi perselisihen hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib

1)

(3]

(1}
(2]
(3
(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puhih) hari

Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Camat
membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasii

pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dengan
Peraturan Bupat.

BADB [fl
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengesahan Calon Kepaia Desa
Pasal 35

Calonn Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh
suara {erbanvak.

Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepaia Desa terpilih.

Panitia Pemilhan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilth kepada
BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BFD paling lama7 (tujuh] hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan ‘menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} menjadi Kepala Desa paling lama 30 (Hga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemiliban dari BPD dalam bentuk
Keputusan Bupati.

Pasal 36

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
palng lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjan ji.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada avat (2] scbagai berikut: "Demi
Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlalku
bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.




(1)

(2}

(3]

(4

{1}

(2)
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Bagian Kedua
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 37

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat menjabat paling
lama 2 {dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-
turut.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

Dalam halkepala Desa mengundurkan dini sebelum habis masa jabatannya
atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode
masa ;abatan.

Pasal 38

Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua} periode sebelum Undang-
Undang ini berlaku dapat mencalonkan din | (satu)] periode lagi berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Kepala Desa yang masihh menjabat pada periode pertama dan periode kedua
menyelesaikan sisa masa jabatannva sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (saty) periode lagi

(3t Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketipa menyelesaikan sisa

mésa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.

{4} Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantk, masa jabatannya

mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

{3) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februan 2024

dapat diperpan jang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(6) Perangkat Desa vang berstatus sebagai pegawal negeri sipil melaksanakan

tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang serta Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Paragraf 1
Tugas dan Wewenang
Pasal 39

Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
a menyelenggarakan pemerintahan desa;

b. melaksanakan permbangunan desa;
¢. pembinaan kemasyarakatan desa, dan
d. pemberdayaan masyarakat desa.



Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala
Desa berwenang,

memimpin penyvelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan keéuangan dan aset Desa

menetapkan Peraturan Desa;

menetapkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Dess;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan meningkatkan perekonomian Desa seria
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa;

mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan scbagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

mewalkili Desa di dalam dan ¢ ar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraiuran
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paragraf 2
Hak dan Kewajiban
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala
Desa berhak:

a& mengusulkan strukiur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,

¢ menerima penghasiian tetap setiap bulan, tunjengan dan penerimaan lainnya
yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan;

d. mendapatkan tunjangan purmnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan
sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. membertkan mandat pelaksanaan tugas den kewajiban lainnya kepada
perangkat desa.

Pasal 42

Dalhm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 39, Kepala
Desa berkewa jiban:

a memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;




meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertihan masyarakat Desa;
menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa vyang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Lo T = T U -

g mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri
sebagai anggota !embaga perwaldlan ra\rat, kepala daerah, atau jabatan
politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang
dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

h. menjalin kerja sama dan Lkoordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan d Desa;

iy

menyvelenggarakan adminisirasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

il i e

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

membina dan metestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- S~

mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa

e

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tugas, wewenang, hak,
dan kewajiban Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Laporan Kepala Desa
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, Kepaia Desa

wa jit:

a. memberikan  dan/atau  menyebarkan  infiormasi  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap
akhir tahun anggaran;

b, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah
Desa;

c¢. mernberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan
Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan
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Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggAran; d. menjadi pengayom
semua golongan masyarakat,

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan

Permnerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada
bupati; dan

menyampaikan iaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati.

Pasal 45

[liLaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa scbagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

Pasal 44 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat
3{tiga| bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

Laporan penyeienggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Dess;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

L.aporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
avat {l) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar
pembinaan dan pengawasan.

Fasal 46

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf
b, kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

avat {1) disampaikan dalam jangka waktu 5 ({lima} bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

{3} Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

(4)

pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk
3 (lima) bulan sisa masa jabatan;

¢ hagil yang dicapai dan yang belum dicapai;, dan
d hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pelaksanaan atas rencana penyelenggerasn Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa
kepada Bupati dalam memori serah ternima jabatan.
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Pasal 47

(1} Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c setiap
akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirmya tahun anggaran.

(2] Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

{3) Laporan Xeterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungst
pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 48

Kepala Desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa setempat.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagaimana dimakud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau
tepuran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sermentara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata car pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimakud pada ayat (1] diatur dengan Peraturan Bupat.

Bagian Kelima
Larangan Kepala Desa
Pagal 51
Kepala Desa dilarang:
a ‘merugikan kepentingan umum,

b membuat keputusan yang menguntungkan did sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyaralkat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
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f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima wuang, barang,
dan/atau jsa dari pihak lain yang dapat mempengarnihi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

g menjadi pengurus partai politik;
h, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

;. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan
Perwalkilan Rakyat Republik Indenesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lamn yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

j ikut serta danfatau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

|, meninggalkan tugas selama 30 {tiga puluh] har kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

(1] Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal
51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.

{2} Dalam hal ganksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan peimberhentian.

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administranfl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 53
{1} Kepala Desa berhenti karena:
d. meninggal dunia;
b permintaan sendin; atau
¢. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢
karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 [enam} bulan;

c tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Deaa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa,
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e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)
Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g dinyatakan sebegai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat [1), BPD
metaporkan kepada Bupati melatui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

{l} Dalam hal Kepala Desa menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwalkilan
Rakyat Dacrah, yang bersangkutan harus menyampaikan surat
pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menyatakan
pengunduran diri tetap dari jabatan Kepala Desa,

(2) Ketentuan mengenai teta cara pengunduran din tetap dari jabatan Kepala
Desa gebagaimana ayat {1) diatur dengan Peraturan Bupat.

Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dani 1 (satu)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf a dan huruf b serta ayat {2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf f dan huruf
g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepaia Desa yang baru.

Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu} tahun
karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat {2} huruf b, huruf ¢, huruf d, huruff, dan huruf g, Bupat!
mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala
Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang baru melalti hasil musyawarah
Desa.

Pasal 57

{1)Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa,
Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan
selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

[2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaircana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari PNS Pemerintah Dacrah Kabupaten.
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Pasal 58
(1) PN8 yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus
memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

() Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.

Pasal 55

(1] Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa
dikembalikan kepada instansi induknya.

(2} Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah méncapai batas usia pensiun
sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh
hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentan Sementamra
Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai
terdakwa vang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima} tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar danfatau tindak
pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 62

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 dan Pasal 61 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Pasal 63

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 dan Pasal 62 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang tdah mempunyai
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak penetapan
putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merchabilitasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Desa yvang bersanghkutan sebagai Kepala Desa
sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi
nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
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Pasal 64

Dalam ha! Kepalia Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 dan Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajban
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

{1)

(<}

(1)

()

(3)

[4)

(5)

{©}

(1)

{2)

Pasal 65

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dan 1
(satu] tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d. huruf
f, dan huruf g Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal
43,

Pasal 66

Dalarn hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dan 1 (satu)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 53 ayat (1)
huruf a dan huruf b serta avat (2} huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf f, dan
huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagai penjabat Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang baru
melalui hasil musvawarah desa.

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 38 sampai dengan Pasal
42 sampai ditetapkannya Kepala Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
musyawarah desa yang memenuhi persyaratan celon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 15 ayat {1}.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan sepk Kepala Desa diberhentikan.

Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa scbagaimana dimaksud
pada ayat {3} melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan,

Ketentuan lebth lanjut wmengenai pemilihan Kepala Desa melalw
musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB v
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasa] 67

Biaya Pemilihan Kepata Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa
Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwakiu melalui musyawarah Desa
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
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(3] Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan
alokasi formula dan Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan
Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 68

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sehagaimana dimaksud pads ayat
{1} adalah:

a tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan vang diancam dengan
pidana mati.

(3] Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat [2), diberitahukan
secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 {tga] hari.

BAB VI
PEMBINAAN KEPALA DESA
Pasal 09

(1) Bupat berkewajiban melakukan pembinaan terhadap wewenang, tugas dan
kewajiban Kepala Desa

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati.

BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN
FPasal 70

(1} Masa jabatan Kepala Desa vang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habia
masa tabatannva.

{2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupatéen mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasa! 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Cian iur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal B Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN
Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S, ALAMSYA H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 60
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT: (2/100/2024)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

UMUM

Pemilihan Kepala Desa memiliki tujuan untuk memilih pemimpin vang terbaik
melglui cara yang demokratis. Pemimpin tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa
adalah pemimpin dengan pasisi yang paling dekat dengan konstitlennya. Sehingga
memiliki tuntutan tuntutan umuk dapat merespon dengan cepat kebutuhan
masyarakat.

Studi mengenai kepemimpinan merupakan bideng yang bermanfizat bagi manusia
dan mengalami perkembangan terus seiring berkembangnya ilmu pengetahuan.
Persgalan kepemimpinan bersifat merata, mencakup semua aspek kehidupan, baik
spsial, politk, ckonomi, atau spinmal, berlakunya UU Nomor 6 Tabun 2014
tentang Desa, membawa perubahan yang sangat mendesak pads poa pengaturan
tentang Desa, masyarakat desa, pemerintah desa lembaga desa, serta pengaturan
kehidupan masyarakat desa secAra umum. [Su-isu aktual lentang demokralisas,
pemilihan pemimpin secara langsung, seérta arah  kebijakan Pemenntah
menguatkan arah kehijakan mengenai pentingnys kehidupan bernegara yang
bermartabat, maju, secjahters berdasarkan tata kchidupan yang adil dan
demokratis, Kehidupar demokratis sering diiringi dengan adanya keterlibatan
masyvarakal dalam mengambil kebijakan baik secra langsung meaupun dengan
sistern perwakilan. Dua isu sentral tersebut, yailu demokritisasi dan desa, harus
diselaraskan untuk mencapsi tujuan kemajusn dan kesejahtersan di desa. Nilai-
nilai dernokrasi di tingkat desa merupakan fundamen serta cerminan kehidu pan
demokrasi yang sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

bahwa untuk menjamin tercapainya Tujusn pengaturan desa sebagaimana
termaktuh dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
teritang Penetapen Peraturan Pemenintah Pergganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 termang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dise lenggarakan
pemihan kepala desa scbagai warana perwujudan kedaulatan rakyat untuk
menghasilian pemerintahan desa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun [945;

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Culoup jelas,

Fasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat [1)
Cukup jelas.

Avat {2]

Ayat (3]
Cukup jelas,
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pazal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Fasal 10

Cukup jelas.
Fasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelus.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pazal 14

Ayat (1}

a pengumuman <an pendaftaran bakal calon dalem jangka wakiu
{sembilan) har;

b penelitian kelengkapan persyaratan adminiswrasi, klanfikasi serta
penetapan dan pengumuman oama calon dalam jangka waktu 20 {dua
puluh) hari;
penctapan calon Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada huruf b
paling sedikit 2 |dus) orang;

d. dalam hal jumlah calon Kepala Desa sthagaimana dimaksud pada
hurufc tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 [satu) calen Kepala
Desa terdaftar, Panitia  Pemilihan Kepala Dess memperpaniang masa
pendaftzran calan Kepais Desa selama 15 (lima belss) han;

¢, dalam hal tidak bertambahnys calon Kepala Desa terdafiar setelab
perpaniangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
huruf d berakbir, Panitis Pemilihan Kepala Desa memperpanjang
kembali masa pendaftaran selama 19 (sepuluh) bari berkutnya;

f. dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calom  Kepala
Desa sehagaimena dimaksud pada huruf ¢ berakhir dan hanya terdapat
1 [satu] calon Kepala Desa terdaftar, Panida Pemiliban Kepala Deaa
bersama-sarma dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon
Kepala Desa werdaftar secara musyawareh untuk mufakat;

g penelapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanasn pemilian Kepala
Dess;

h pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tigy)

hari dan
masa tenang dalam jangka wektu 3 (tiga) hari sebelum har dan targgal
pemunguian sunra.®




Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pagal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasa] 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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Fasal 38

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup ielas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Fasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

PPasal 47

Cukup jeias.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pesal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Culkup jelas,

I*asal 51

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Paaal 53

Cuknp jclas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

I'asal 56

Cukup jelas,

Pasal 57

Cukup jclas.

Pasal 58

Cukup elas.

Pasal 50

Cukup jelns.

asal 60

Cukup jeias.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jeias.

Pasal 63

Cukup jelas.
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Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Posal 7
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Culcup jelas.
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